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ABSTRAK 

 

Revisi keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memicu 

kontroversi dengan memperkenalkan konsep recall (penarikan kembali) jabatan 

hakim mahkamah konstitusi melalui persetujuan lembaga pengusul. Ketidakterlibatan 

masyarakat dalam proses penyusunan perubahan ini secara nyata mencerminkan 

terjadinya konflik norma (antynomy normen) dengan pengaturan pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Sehingga dari penelitian ini diperoleh dua rumusan 

masalah yakni apakah pengaturan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi saat ini 

mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, dan apakah ketentuan pada Pasal 23A 

dan Pasal 87 dalam revisi keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait masa jabatan 

hakim mahkamah konstitusi mendukung penguatan legalisme otokratis. Melalui 

analisis hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual, penelitian ini berupaya mengkaji pengaturan masa jabatan hakim 

mahkamah konstitusi terhadap prinsip negara hukum, khususnya perihal kemandirian 

dan akuntabilitas hakim serta mengidentifikasi potensi risiko legalisme otokratis yang 

muncul dari perubahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan 

masa jabatan hakim mahkamah konstitusi saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi 

prinsip negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fleksibilitas dalam metode pengisian jabatan 

berpotensi membuka intervensi politik yang dapat mengancam independensi lembaga 

peradilan. Selain itu, Pasal 23A dan Pasal 87 revisi keempat Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi berpotensi memperlemah fungsi mahkamah konstitusi 

sebagai penjaga konstitusi dan menguatkan paham atau perilaku legalisme otokratis 

dalam proses legislasi. 

 

Kata Kunci: Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, Legalisme 

Otokratis. 
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ABSTRACT 

 

The fourth revision of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to 

Law Number 24 of 2003 has sparked controversy. It introduces the concept of 

recalling constitutional court judges through the approval of the proposing institution. 

The lack of public involvement in the process of drafting this amendment clearly 

reflects a normative conflict (antynomy normen) with the regulations governing the 

formation of legislation. So from this research, two problem formulations were 

obtained, namely whether the current regulation of the term of office of constitutional 

court judges reflects the principles of a state of law and whether the provisions in 

Article 23A and Article 87 in the fourth revision of Law Number 7 of 2020 concerning 

the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the term of office of 

constitutional court judges support the strengthening of autocratic legalism. Through 

normative legal analysis with the methods of legislative and conceptual approaches, 

this study examines the regulation of the term of office against the principles of a state 

of law, particularly regarding judicial independence and accountability, while 

identifying potential risks of autocratic legalism. The results show that the regulation 

has not fully adhered to the rule of law principle in Article 1, paragraph (3), of the 

1945 Constitution. Flexibility in filling positions risks political intervention, 

threatening judicial independence. In Addition, Article 23A and Article 87 in the 

revision have the potential to weaken the constitutional court's role as a guardian of 

the constitution, fostering autocratic legalism in legislative processes. 

 

Keywords: Tenure of Constitutional Court Judges, Rule of Law, Autocratic Legalism.


